
PEMERIIiITAH I{ABUPATEN PESISIR SELATAIII
DINAS PENATiIAMAN MODAL DAN PELAYANAIY

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (07561 22647

KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAI{

lIoMoR : STA| o? /DPMPPTSP-PS/KB lttlz0?l.
TENTAITG

PTRPAITJ*ITGAN IZII{ OPERASIOIUAT
PEISYELTSGG}ARAAI{ PTITDIDINAtr FORMAI, DAIT INFORMAL

KB AR-RASYIDAH

BUPATI PESISIR SELATAI{,

Menimbang :

Mengingat : 1.

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada
penyelenggaraan pendidikan forrnal dan informal dalam
memberikan layanan pendidikan kepada masyar"akat perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang
Perpanjangan lzm Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
{brmal dan Informal KB. Ar-Rasyidah;

Undang-lJndang Nomor 72 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kapupaten dalam
Lingkungan f)aerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis
undang-undang Drt. Nomor 2L Tahun 1957 {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun L9571, Undang^undang
Nomor 58 ?ahun 108,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 16a3);
Undang-Undang Nomor 2$ Tahun 2003 tentang Sistern

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan l,embaran Negara

Republik indonesia Nomor a301);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan rlan Belanja Negara Tahun Anggaran '2414

(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor
182, Tambahan Lembaran IYegara Republik Indonesia Nomor
5a6\;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2414 tenktng
Pernerintahan Daerah ( tnnbaran Negara Repukrlik Indonesia
Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tetrah betrerapa

kali diubah terakhir clengan Undang-Undang Nomor I Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun ZA14 tentang Pemerintahan Daerah { Lembaran
Negara Repubrlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
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7.

8.
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekoiah {LemLraran Negara Repuhrlik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3a11J;

Peraturan Pemerintah }Iomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (kmtraran Negara Republik
Indonesia 'lahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah
iubah engan Peraturan Pemerintah llomor 32 ?ahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
sa10);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waiib
Belajar {Lembaran Negara Republik Indonesia 'Iahrin 2008
Nomor 90, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a863);
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103i, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
'lamtrahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
51ss);
Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 27 Tahun
'2A49 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal;
instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
I)asal Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun ZAM tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
Perat.uran Menteri Penidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2AI7 tentang Penerimaan dirlik
Baru pada Taman Kanak - kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
138 Tahun 2Ol7 tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu
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15.

16.

Satu Pintu di Daerah
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor O18lU lWqT
tentang Penvelenggaraan Pendidikan pada Kelornpok
Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA).

Keputusan Ment"eri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001
tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Bupati Peraturan Bupatl Pesisir Selatan Nomor 43
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan f)rganisasi,
Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan lJraian Tugas Jabatan
Sfuuktural Dinas Penanaman Modal dan Pelavznan
Perizinan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2A77
tentang Pendelegasian Wernenang Pelayanan Perizinan rlan
Non Perizinan Kepacla Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Plntu Kabupaten Pesisrr
Selatan;

18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nornor:
57A /'285IKPTSIBPT-PS/201 7 tentang Penetapan Standar
Operasionai Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non
Per-tzinan Kepada Dinas !>enanam.an Modal dan Pelat-anan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
Keputusan Kepaia Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 42Ol'236IPNFi-DIKNAS tanggal 17 Nopemtrer
2414 tentang izin Penyelenggaraan Pendirlikan Anak Usia
Dirri, Nonformal dan Inlbrmal {PAUD}U];

Surat Permohonan Kepala Sekolah KB. Ar-Rasyidah, tanggal
08 Januari 2}'21perihal tentang Permohonan Perpanjangan
Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal clan
Informal.

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan

4'2A/384/DPK-Sekretariat.l/2021, Tanggal 09 Febr-r"iari
2427, tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional
KB. Ar-Ras_vidah.

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan lzin Operasionai Penyelenggaraan
Penriidikan Formal dan Infor:nal Kepada:

L7.

19.

Memperhatikan : 1.

Menetapkan

KtrSATU

2.

I{ama Lembaga
Jenis kegiatan
Penyelenggara
Alamat

: KB. AR-RASYIDAII
: KB (Kelompok Bermain)
: IPOS
: Kampung Batu Bala, Nagari Ganting

Mudiak Utara Sur-antih Keca.matan
Sutera, Kabr-rpaten Pesisrr Selatal.
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Perpanjangan lztrt Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Formal dan Infr:rrnai sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU berlaku sejak Tanggal 11 Februan'2A21 sampai dengan
11 Februari2A24.

KB. Ar-Rasyidah selakr-r pemegang 1zur1 Operasional ini, tidak
diperboleh untuk dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa
sepengetahuan Br-rpati Pesisir Selatan.

Keputusan ini Lrerlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekelin.ran akan dipertraiki
kembrali sebagaimana mestinya.

198603 I OO4

KtrDUA

KETIGA

KEEMPAT

Temtrusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bairak Bupati Kabupaten Pesisir Seiatan di Painan
2. Sdr.Kapala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan
3. tu'sip

Ditetapkandi: PAiNAN
Februari 2A2L

3AN



PEMERII\TTAIIAN KABI.}PATHN PESISIR SELATAN
I(ECAMATAN ST}TERA

}{AGARI GANTING MUDIAK UTARA SURANTITI
Jl"Pr"S*rantih - Langgai km" 25 kp"25662

SURAT REKOMENDASI
Nomor : l4 /SR - GMUS I lX 12021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih

Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. memberikan rekomendasi Kepada :

Nama sekolah

Alamat

Nagari

: KB AR-ARSYIDAH

: Batu Bala

: Ganting Mudiak Utara Surantih

Bahwa sekolah tersebut kami rekomendasikan untuk menyatakan bahwa Lembaga

tersebut adalah Kelompok Berunain ( KB ) Berdasarkan lzin Operasional Lembaga.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat, apabila dikemudian hari ternyata terdapat

ketidak sesuaian, maka kami siap untuk memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan.

An.Wali
,21 September 2021

S.PdI


